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MOTO   

   

 Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum, Sebelum  

Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri  

(QS Ar Rad 11)   

Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan 

semangat  

(Abraham Lincoln)  
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Dosen Pembimbing Skripsi   
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Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini menitik beratkan pembangunan 

khususnya pembangunan infrastruktur. Pelebaran jalan adalah salah satu upaya 

Pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan mobilitas masyarakat. 

Pelebaran jalan dapat memberikan manfaat seperti mengurangi kemacetan, 

meningkatkan keselamatan berkendara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Namun, pelebaran jalan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi sebagian 

pihak, terutama yang terkena dampak langsung dari pelebaran jalan tersebut. 

Pelebaran jalan harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan seperti contohnya 

termuat dalam bebarapa peraturan perundang undangan seperti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan ganti kerugian diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Jalan Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. 

Adanya Pelebaran jalan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi sebagian 

pihak, terutama yang terkena dampak langsung dari pelebaran jalan tersebut. Salah 

satu pihak yang terkena dampak langsung dari pelebaran jalan adalah kantor Polisi 

sektor Baamang yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 

Kalimantan Tengah. Kantor Polisi sektor Baamang merupakan salah satu kantor 

Kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di 

wilayah Baamang. Kantor Polisi sektor Baamang terletak di pinggir jalan raya yang 

menjadi salah satu ruas jalan yang akan diperlebar oleh Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan hasil 

dari menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan 

penambahan data atau unsur empiris.Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, 

yakni yuridis analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus 

digunakan untuk mempelajari atau menganalisis sebuah masalah atau situasi 

berdasarkan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Untuk menganalisis isu 

hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu 

dokumentasi dan wawancara. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 

1. Ganti kerugian atau kompensasi yang diterima oleh Kantor Polisi sektor 

Baamang adalah dalam bentuk pemberian hibah, yaitu pembangunan 

kantor Polisi sektor yang baru oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Timur menggunakan dana APBD dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum (PUPR) berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Undang-

Undang ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah untuk mengambil 

tanah yang diperlukan untuk pelebaran jalan dengan adil, wajar, dan 

memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah yang terdampak. 

Hal ini berkaitan dengan adanya pelebaran jalan yang dilakukan oleh 

Pemerintah, yang berdampak pada bangunan kantor Polisi sektor Baamang 

sehingga tidak memenuhi syarat sebagai lokasi kantor, terutama karena 

jarak yang terlalu dekat dengan drainase.Dengan demikian, setelah hibah 

dilakukan, bangunan Polisi sektor Baamang akan menjadi aset milik Polisi 

sektor Baamang. 

2. Adapun saat ganti kerugian atau kompensasi yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan nya adalah berupa,Penentuan nilai ganti rugi dan sumber dana. 
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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi kewajiban dan tanggung jawab 

serta mengetahui kendala yang timbul terhadap ganti rugi kantor Polisi Sektor 

Baamang yang terdampak pelebaran jalan oleh Pemerintah Daerah.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris,yaitu metode penelitian 

yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung 

dengan penambahan data atau unsur empiris. 

 

Transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan 

pembangunan. Penyempurnaan transportasi yang efektif dan efisien diperlukan 

untuk melayani kegiatan transportasi di berbagai sektor ekonomi. Namun, 

peningkatan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan telah 

menimbulkan masalah, seperti kepadatan lalu lintas dan kemacetan. Pelebaran jalan 

menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun pelebaran 

jalan memiliki manfaat, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif terutama 

bagi pihak yang terkena dampak langsung dari pelebaran jalan. 

Salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari pelebaran jalan adalah kantor 

Polisi sektor Baamang di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan 

Tengah.Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib memberikan kompensasi kepada 

kantor Polisi sektor Baamang atas dampak terkena pelebaran jalan. Kompensasi 

tersebut berupa hibah yang digunakan untuk membangun kantor Polisi sektor yang 

baru. Kompensasi tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Undang-

Undang ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah untuk mengambil tanah 

yang diperlukan untuk pelebaran jalan dengan adil, wajar, dan memberikan ganti 

rugi yang layak kepada pemilik tanah yang terdampak. 

 

Kata Kunci (Keyword): Pelebaran Jalan, Kantor Polisi, Perundang-Undangan 
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